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Abstract

Any violation of the professional code of ethics committed by members of the
National Police must be accounted for by each member through the National
Police Professional Code of Ethics Commission (KKEP). This study aims to ana-
lyze the performance of the Police KKEP and the optimization of the perfor-
mance of the Police KKEP in enforcing the police professional code of ethics.
This research uses a qualitative method and literature study approach. analysis
using Bibliometric techniques through Vos Viewer software to determine the
extent to which the concept of optimizing organizational performance is the
topic of research and provides an overview of the performance of the KKEP and
the strategies that need to be done to optimize the performance of the KKEP. The
results show that the presence of KKEP in overcoming ethical violations is very
necessary. One of them is through a model of improving the performance of the
professional code of ethics commission based on a literature review base adopted
through a capacity building approach integrated with the concept of knowledge
management, so that the KKEP Commission can optimally enforce the profes-
sional code of ethics for members who commit violations.
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1. Pendahuluan

masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum
maupun perannya dalam memberikan perlin-

Polisi Republik Indonesia (Polri) termasuk
salah satu instansi yang berkedudukan sebagai
sub sistem Pemerintah, sehingga Polri selalu
berupaya berkontribusi secara responsif dalam
mewujudkan prinsip good governance dan clean gov-
ernment pada setiap pelaksanaan tugas pokok
menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban
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dungan, mengayomi serta berperan dalam mem-
berikan pelayanan publik (Beshi & Kaur, 2020;
Keping, 2018; Pomeranz & Stedman, 2020;
Wattimury & Ubwarin, 2021). Permasalahannya,
beberapa saat terakhir banyak sekali masyarakat
menilai bahwa keberadaan Polisi hanyalah sebuah
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paradoks karena SDM yang seharusnya menjadi
icon dari kepatuhan hukum justru menjadi subjek
yang bersinggungan dengan hukum akibat ber-
bagai pelanggaran yang dilakukan personel Polri.
Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan
oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar
(Propam Mabes Polri) yang menjelaskan bahwa
pada tahun 2020 anggota Polri yang melakukan
pelanggaran dalam bentuk pelanggaran disiplin,
pelanggaran kode etik maupun pelanggaran
tindak pidana mencapai. Tabel 1 disajikan jenis
dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ang-
gota Polri.

Tabel 1 menjelaskan terkait pelanggaran
yang dilakukan oleh anggota Polri yang secara
keseluruhan berjumlah 1.126 anggota. Dari
banyaknya kasus pelanggaran yag dilakukan oleh
anggota Polri masih terdapat kasus-kasus yang
belum diselesaikan atau masih dalam tahap penye-
lidikan dan persidangan. Sehingga penegakan
hukum terhadap pelanggar kode etik profesi cen-
derung lambat. Perlu ditegaskan bahwa Kode
Etik Profesi Polri merupakan landasan bagi ang-
gota dalam berperilaku dan memahami nilai
moralitas supaya memberikan value yang positif
dan berharga terhadap profesi kepolisian dengan
fungsi menuntut naluri untuk mengabdi serta
menjaga hati nurani masing-masing anggota Polri
(Arief, 2020; Sinaga, 2020; Sumange Alam et al.,
2021). Hal tersebut dimaksudkan untuk mem-
berikan tameng pada setiap personel dari beragam

aksi dan kesewenang-wenangan pada diri anggota
kepolisian.

Keberadaan kode etik profesi Polri meru-
pakan salah satu acuan bagi instansi, pemerintah
serta masyarakat luas untuk memberikan pe-
nilaian terhadap seorang Polisi dalam menjalan-
kan tugas pokok dan fungsinya (Aprisakundi &
Kusumastuti, 2021; Abdou, 2021). Regulasi yang
berkaitan dnengan etika anggota Polri ditegaskan
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KaPolri
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Polri yang mencakup etika kenegaraan, etika
kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika
kepribadian (Abdurrachman, 2020; Azzahra &
Heniarti, 2022).

Sebagaimana penjelasan pada Tabel 1, setiap
pelangggaran kode etik profesi yang dilakukan
oleh anggota Polri harus dipertanggungjawabkan
oleh masing-masing anggota melalui wadah in-
ternal Polri yang disebut Komisi Kode Etik Pro-
fesi Polri (KKEP Polri). Secara garis besar, keber-
adaan KKEP Polri bertugas untuk melakukan
pemeriksaan serta memutus sebuah perkara mela-
lui persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi
Polri. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan KaPolri
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Komisi Kode Etik
memiliki berbagai kewenangan mulai dari me-
manggil terduga pelanggar, menghadirkan pen-

Tabel 1. Pelanggaran anggota Polri pada semester | tahun 2020

Pelanggaran Jenis Jumlah
Disiplin Menurunkan kehormatan dan martabat negara 252
Meninggalkan wilayah tugas tanpa keterangan 155
Tidak masuk kerja selama 30 hari berurut-turut 13
Pelanggaran lain 430
Kode Etik Etika kenegaraan 1
Etika kelembagaan 35
Etika kemasyarakatan 29
Etika kepribadian 30
Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba 173
Asusila 1
Penipuan 2
Pencurian 5
Total 1.126

Sumber: (Divisi Propam Mabes Polri, 2020)
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damping (kuasa hukum) pada terduga pelanggar,
menghadirkan para saksi dan ahli, melakukan
penyelidikan ke tempat-tempat yang berkaitan
dengan pelanggaran, hingga memberikan putusan
hukuman pada pelanggar Kode Etik Profesi Polri.

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa
pelaksana penegakan kode etik harus memiliki
kualifikasi dalam menentukan jenis pelanggaran
maupun sanksi yang dijatuhkan pada personel
yang melanggar kode etik kepolisian (Ciptono,
2019). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa
masalah utama bentuk pelanggaran kode etik
bukan hanya berada pada individu itu sendiri,
tetapi juga secara kelembagaan etika publik yang
belum ditegakkan dengan baik. Artinya diper-
lukan pelaksana penegakan kode etik profesi yang
baik dan mampu bekerja secara maksimal (Irawan,
2019; Mu’asromin & Virdaus, 2018; Yulianto, 2022).
Selain itu, Komisi Kode Etik juga memerlukan
pengawasan supaya dapat menegakkan kode etik
profesi secara tegas tanpa pilih kasih (Damayanti,
2019; Dapit, 2022; Saputra & Setyowati, 2019).

Sebuah riset yang dilakukan di Jerman
menyebutkan bahwa komite etika nasional mem-
berikan rekomendasi dan panduan kepada
pemerintah maupun sektor publik untuk memas-
tikan kebijakan publik diinformasikan dan
diimplementasikan secara beretika. Lebih lanjut
lagi ditegaskan bahwa rekomendasi dari komite
etik nasional sangat penting, sehingga mereka
harus diberi mandat secara hukum, independen,
beragam dalam keanggotaan, transparan dan
cukup didanai agar dapat bekerja secara efektif
dan terlihat (Kohler, Reis, & Saxena, 2021) . Hal
tersebut juga ditegaskan pada penelitian yang
dilakukan di Italia bahwa Komisi Kode Etik di
setiap organisasi sangat diperlukan dan harus
didukung dengan sarana prasarana maupun
independensi dalam pengambilan keputusan su-
paya mampu bekerja secara optimal (Biirger &
Nachreiner, 2021). Demikian pula penelitian yang
dilakukan di Polrestabes Makassar bahwa kinerja
sebuah organisasi publik perlu ditingkatkan
melalui berbagai pelatihan secara terus-menerus
(Mus et al., 2021; Damayanti, 2019; Savero, 2022).

Mengingat masih banyaknya personel Polri
yang terkena kasus kode etik dan belum ditangani
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sepenuhnya oleh KKEP Polri, sehingga menjadi
sebuah urgensi untuk dilakukan optimalisasi
kinerja KKEP Polri guna menegakkan kode etik
profesi di lingkungan Polri. Dengan demikian
dapat digambarkan bahwa penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kinerja KKEP Polri serta
menganalisis optimalisasi kinerja KKEP Polri
dalam penegakan kode etik profesi Polri. Pene-
litian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja
Komisi Kode Etik Polri berdasarkan kajian lite-
ratur dengan menggunakan VOS Viewer.

2. Kajian Literatur

Kinerja merupakan tingkat pencapaian ke-
berhasilan yang dilakukan oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan pekerjaannya selama periode
waktu tertentu, yang didalamnya terlihat bagai-
mana kualitas dan kuantitas seorang pegawai
dalam mengerjakan pekerjaannya. Kinerja juga
disebut sebagai hasil dari pekerjaan yang memiliki
keterkaitan dengan tujuan dari organisasi,
kepuasan pelanggan serta kontribusi terhadap
ekonomi. Pengukuran kinerja organisasi dapat
dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan
kompetensi (Cau, 2018 dan Ciptono, 2019; Tomal
& Schilling, 2018; Nurdin, 2019; Taryanto &
Prasojob, 2022; Indraswati & Akram, 2019).
Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP Polri)
merupakan sebuah wadah bagi organisasi Polri
dengan tugas utama untuk melakukan pemerik-
saan serta memberikan putusan pada perkara
persidangan terkait pelanggaran Kode Etik Pro-
fesi Polri (KEP Polri) berdasarkan tingkat
kepangkatan anggota. Komisi Kode Etik Polri di-
bentuk atas kewenangan KaPolri tanpa ada
pengecualian, termasuk bagi Perwira Tinggi Polri
dan Komisaris Besar Polisi yang menduduki
jabatan Wakapolda atau Irwasda (Frans, 2018;
Saragih et al., 2021; Umar, 2021).

Komisi Kode Etik Polri memiliki kewe-
wenangan yang diatur berdasarkan Peraturan
KaPolri Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 13 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu,
(1) memanggil terduga pelanggar untuk kemudian
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didengar keterangannya di persidangan; (2)
menghadirkan pendamping yang telah ditunjuk
oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh
Komisi Kode Etik Polri sebagai pendamping; (3)
menghadirkan saksi serta ahli untuk mendengar-
kan keterangan guna kepentingan pemeriksaan
pada persidangan; (4) mendatangi tempat-tempat
tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pada
persidangan; (5) meneliti berkas pemeriksaan
pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan
menyiapkan rencana pemeriksaan dalam per-
sidangan; (6) mengajukan pertanyan secara lang-
sung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli
tentang sesuatu yang diperlukan atau tentang
pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pe-
langgar; (7) mengajukan pertanyaan secara lang-
sung kepada pendamping tentang kelengkapan
administrasi sebagai pendamping; (8) membuat
pertimbangan hukum untuk kepentingan dalam
pengambilan putusan; (9) membuat putusan dan/
atau rekomendasi hasil sidang dari Komisi Kode
Etik Polri, dan; (10) mengajukan rekomendasi
putusan Komisi Kode Etik Polri bersifat adminis-
tratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik
Polri.

Keberadaan Komisi Kode Etik pada sebuah
lembaga/organisasi publik sangat penting karena
memiliki tingkat integritas dan standar etika peri-
laku tertinggi. Komisi Kode Etik akan melak-
sanakan tanggung jawabnya dengan (Gullion &
King, 2020) mempromosikan standar tertinggi
perilaku etis, memberikan fokus pendidikan ke
dalam masalah etika, memantau kepatuhan
terhadap nilai-nilai organisasi, mengidentifikasi
dan mempromosikan praktik dan perilaku yang
baik, sambil menunjukkan nilai-nilai Kode Etik
Polisi dan mencari peluang untuk perbaikan ber-
kelanjutan.

Peningkatan jumlah komite etik merupakan
indikasi keinginan organisasi untuk menunjukkan
perilaku yang bertanggung jawab secara etis dan
menerapkan inisiatif untuk meningkatkan kesa-
daran serta pentingnya tanggung jawab sosial
organisasi bagi masyarakat luas (Liberatore et al.,
2020). Oleh karena itu, keberadaan komite diha-
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rapkan dapat memberikan dampak positif bagi
tata kelola organisasi, sehingga direkomendasikan
oleh banyak peneliti. Tujuan utama dari komite
etika adalah untuk meninjau dan merekomen-
dasikan kepada manajemen maupun dewan
direksi tentang tujuan, kebijakan dan prosedur
yang melayani kepentingan organisasi untuk
mempertahankan komitmen organisasi terhadap
standar etika dan integritas yang tinggi, ke-
patuhan hukum dan tanggung jawab organisasi
yang terintegrasi (Juheti & Sulaeman, 2021;
Haruna et al., 2019; Kristian ef al., 2021).

3. Metode Penelitian

Riset ini dilakukan dengan metode kuali-
tatif dan pendekatan studi literatur. Pendekatan
literatur pada jurnal ini dilakukan dengan mencari
berbagai kajian atau riset ilmiah yang dilakukan
oleh peneliti nasional maupun internasional
dengan memanfaatkan database pada Google
Scholar, ScienceDirect, maupun Proquest. Analisis
studi literatur dalam penelitian ini dilakukan
dengan teknik Bibiliometric menggunakan software
VosViewer dengan melakukan filter topik pene-
litian yang relevan terkait optimalisasi kinerja
KKEP Polri. Artikel jurnal yang ditemukan pada
tahap awal pencarian terkait kinerja KKEP Polri
berjumlah 1500. Artikel-artikel tersebut meru-
pakan riset atau kajian yang dilakukan pada
periode 2018 hingga 2022.

Artikel yang muncul dalam platform pen-
carian masih bersifat global, belum terspesifikasi
sesuai topik penelitian. Dari total 1500 artikel
tersebut ditemukan 25 artikel jurnal yang paling
relevan dengan topik penelitian melalui kata kunci
yang digunakan meliputi “Optimization”, “Per-
formance”, “Organization” dan “KKEP”. Pada
jurnal ini, artikel yang relevan dan berkaitan de-
ngan topik penelitian divisualisasikan sebagai
network penelitian. Penggambaran penelitian ter-
dahulu mengenai optimalisasi kinerja organisasi,
baik yang dilakukan dalam maupun di luar negeri
melalui densitas Bibiliometric. Dari berbagai
penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya
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dilakukan analisis naratif (Creswell, 2017), se-
hingga dapat diketahui sejauh mana konsep opti-
malisasi kinerja KKEP Polri yang digunakan seba-
gai topik penelitian sekaligus memberikan gam-
baran mengenai kinerja KKEP Polri dan strategi
yang perlu dilakukan institusi untuk mengopti-
malkan kinerja KKEP Polri dalam penegakan kode
etik profesi Polri.

4, Hasil dan Pembahasan

Melalui pengujian Bibliometric dapat dike-
tahui bahwa networking penelitian terdahulu
yang menjadikan optimization peformance dan orga-
nisasi (dalam hal ini KKEP Polri) sebagai topik
penelitian. Sebagai sebuah lembaga penegak
hukum di Indonesia, Polri telah menjadi subjek
berbagai penelitian sepanjang waktu. Hasil-hasil

Gambar 1. Visualisasi analisis bibiliometric
terkait optimalisasi kinerja KKEP POLRI

Gambar 2. Overlay penelitian terdahulu

1751



PUBLISIA: Jurnal limu Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang
Volume 8, No 1, April 2023: 71-83

penelitian yang telah dapat memberikan masukan
penting untuk perbaikan dan pengembangan
kebijakan kepolisian di masa depan.

Melalui Gambar 1 dapat diketahui bahwa
terdapat 6 kluster (topik penelitian) yang sudah
pernah dilakukan jika berkaitan dengan “optimiz-
ing”, “performance” dan “organization (KKEP
Polri)”. Hal ini dapat dilihat melalui lingkaran
yang cukup besar dari setiap warna pada gambar
1. Warna hijau yakni, Employee Performance, warna
biru muda yakni, Police Organization, warna biru
yakni Performance Optimization, warna Merah
yakni Strategy, warna Kuning yakni Role, dan
warna ungu Analysis Performance. Warna dan
lingkaran dalam Gambar 1. tersebut menjelaskan
terkait seberapa banyak penelitian terkait topik
diteliti, semakin besar lingkaran yang ditemukan
maka semakin banyak penelitian terkait dengan
topik penelitian yang di gunakan, begitupun seba-
liknya semakin kecil lingkaran yang diemukan
maka semakin sedikit penelitian yang dilakukan
terkait topik penelitian tersebut.

Keenam kluster pada hasil visualisasi banyak
dilakukan pada kisaran tahun 2018 hingga 2020,
sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2. Dari
keenam kluster tersebut dapat diketahui bahwa
sejauh ini penelitian tentang peningkatan kinerja

organisasi kepolisian sudah banyak dilakukan.
Mulai dari peningkatan kinerja di tingkat individu
hingga analisis performance pada tingkat orga-
nisasi. Dari Gambar 2. dapat pula diketahui bahwa
belum ada penelitian yang secara spesifik meng-
analisis kinerja komisi kode etik Polri, sehingga
penelitian yang akan dilakukan ini memiliki unsur
novelty sebagai sebuah kajian ilmiah.

Hasil densitas penelitian pada Gambar 3,
diketahui bahwa penelitian yang berkaitan
dengan optimalisasi kinerja organisasi paling
banyak membahas tentang strategi, organisasi
kepolisian serta analisis kinerja organisasi. Hal ini
dapat dilihat melalui besarnya lingkaran dan
seberapa cerah warna dalam lingkaran tersebut.
Semakin besar lingkaran dan kecerahan warna
dari lingkaran tersebut maka semakin banyak
penelitian terkait topik yang di inginkan, begitu-
pun sebaliknya. Selanjutnya, ketiga topik tersebut
akan dianalisis secara naratif dan dikaitkan
dengan Komisi KKEP Polri untuk mengetahui
upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam me-
ningkatkan kinerja KKEP Polri. Pelaksanaan ke-
giatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja
individu diperlukan tidak hanya karena adanya
perubahan peraturan perundang-undangan dan
peralatan yang digunakan, tetapi di atas semua

Gambar 3. Densitas penelitian terdahulu
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itu kebutuhan ini merupakan hasil dari tumbuhnya
ekspektasi masyarakat terhadap tata cara pelak-
sanaan pelayanan, perilaku petugas dan efekti-
fitasnya dalam menyelesaikan tugas dan kewe-
nangan yang diemban. Oleh karena itulah, dalam
meningkatkan kinerjanya Komisi KEPP tidak
hanya bertujuan untuk menegakkan kode etik
profesi Polri bagi anggota yang telah melanggar,
tetapi juga memenuhi tuntutan publik akan ins-
titusi negara yang profesional dan beretika.

Etika profesi dapat diasumsikan sebagai
sikap hidup individu untuk memberikan pela-
yanan profesional kepada publik dengan penuh
ketertiban dan keahlian sebagai seorang yang ahli
atau dipercaya sebagai pelaksaaan tugas dan
kewajiban yang diemban oleh profesi yang
dijalankan (Kapuria & Maguire, 2022; Tohari &
Rokhim, 2019). Adapun yang dimaksud kode etik
profesi adalah sistem norma, value serta tata atur-
an profesional tertulis yang secara tegas menya-
takan sikap yang dibenarkan dan baik untuk di-
lakukan sekaligus menegaskan hal-hal yang tidak
dibenarkan dan tidak baik jika dilakukan oleh
seorang profesional. Kode etik profesi lahir dari
lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang
kemudian mengikat secara moral bagi seluruh
anggota yang tergabung dalam organisasi profesi
tersebut (Sitorus, 2019; Nawang Sari & Aryadi,
2019). Oleh sebab itu setiap organisasi profesi
memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-
beda, baik dari unsur norma, ruang lingkup dan
wilayah berlakunya. Dalam profesi kepolisian,
kode etik berlaku terhadap polisi dan pemegang
fungsi kepolisian lainnya (Mus et al., 2020; Kristian
et al., 2021; Saragish et al., 2021; Umar, 2021).

Pembentukan komite etika merupakan se-
buah urgensi bagi lembaga publik. Pertama,
komite memberikan penekanan dan visibilitas
pada penataan masalah etika, sebagai instrumen
penting yang meminta pertanggungjawaban
manajemen atas administrasi sebuah organisasi.
Kedua; Komite tersebut dapat menjadi bantuan
yang signifikan dalam menyebarkan budaya CSR
ke seluruh organisasi dan memperoleh legitimasi
perusahaan dalam masyarakat. Ketiga; komite etik
dapat berkontribusi pada proses pengambilan
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keputusan organisasi yang berkaitan dengan etika
anggotanya (Doni et al., 2021).

Kehadiran Komisi Kode Etik kepolisian
merupakan refleksi atas keresahan negara karena
adanya ketidakpastian dan perlindungan bagi
individu dan kaum marginal, baik dari ancaman
kesewenang-wenangan pejabat publik maupun
dari ancaman sesama warga negara dengan strata
sosial yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan
Komisi Kode Etik juga merupakan sebuah evolusi
yang incremental dan komplementer sekaligus ter-
integrasi dengan organisasi inti, tanpa meng-
gantikan fungsi dari organisasi lain. Dengan demi-
kian keberadaan Komisi KEPP tidak menggan-
tikan institusi Polri, karena pada dasarnya Komisi
KEPP tetap berada di bawah KaPolri dengan
tugas dan wewenang yang sangat luas (Doni et
al., 2021). Mengingat pentingnya tugas dan luas-
nya cakupan wewenang Komisi Kode Etik Polri
tersebut maka kinerja KKEP Polri harus berjalan
secara optimal. Hal inilah yang akan menjadi fokus
penelitian, yakni mengoptimalkan kinerja Komisi
Kode Etik Polri dalam menegakkan kode etik pro-
fesi Polri (Aziz et al., 2021).

Kode etik kepolisian sangat penting bagi
para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka
sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai
petugas profesional. Dalam kepolisian, etika Polri
tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Polri, yaitu ruang lingkup dan
materi muatan mengenai pengaturan Kode Etik
Profesi Polri yang mencakup etika kenegaraan,
etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan
etika kepribadian (Kreshna & Devi, 2021; Kusuma
& Adolf, 2022; Dewi, 2020; Haruna et al., 2019).
Sebagaimana diketahui, adanya kode etik profesi
belum mampu meluruskan sikap dan perilaku
anggota-anggota Polri. Pasalnya, berbagai
pelanggaran kode etik masih saja dilakukan oleh
personel Polri. Oleh karena itulah, keberadaan
Komisi Kode Etik Profesi Polri diharapkan mampu
memberikan ketegasan bagi anggota-anggota
yang melakukan pelanggaran sekaligus mem-
berikan efek jera bagi anggota lain supaya tidak
melakukan pelanggran serupa (Marcos ef al.,
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2019). Kinerja Komisi KKEP Polri dapat pula
mengadopsi konsep capacity building yang
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan
kinerja dan kompetensi etis aparatur publik di
negara Britania Raya. Adapun konsep yang dita-
warkan dalam penelitian ini sebagaimana Gambar
4.

Menurut Nyakundi (2018) penerapan kon-
sep capacity building tersebut diterapkan dengan
memperhatikan kompetensi kunci yakni: (1)
pengetahuan materi pelajaran (subject-matter knowl-
edge). Pelajaran yang dimaksud haruslah berkaitan
dengan standar etika institusional substantif, baik
standar de facto maupun de jure dari perilaku
pejabat etis dan standar integritas, bersama
dengan pembenaran hukum, kelembagaan,
politik, dan budaya untuk standar tersebut; (2)
keterampilan penalaran (reasoning skills).
Keterampilan diagnostik dan analitik yang
diperlukan untuk mengidentifikasi situasi yang
bermasalah secara etis, keterampilan klarifikasi
nilai penalaran berbasis nilai yang diperlukan
untuk menerapkan standar yang relevan dengan
tepat, untuk mengidentifikasi dan menguji asumsi,
dan untuk mengenali masalah yang sedang
dihadapi; (3) keterampilan pemecahan masalah
(problem-solving skills). Keterampilan yang diper-

lukan untuk menyelesaikan masalah seperti
tuntutan prinsip etika atau moral, hukum, kebi-
jakan organisasi, standar, dan pedoman, kepen-
tingan umum, kepentingan warga negara tertentu
harus dipertimbangkan. sehingga membutuhkan
pendekatan “pemikiran sistem’ untuk mengenali
konsekuensi jangka panjang dari resolusi yang
diusulkan dari masalah di masing-masing domain
ini; (4) Keterampilan advokasi (advocacy skills).
Kemampuan mengadvokasi dilakukan untuk
memberikan pandangan efektif sesuai dengan
masalah yang dihadapi serta keputusan yang di-
usulkan bersifat aktual. Keterampilan ini tidak
dapat dilepaskan dari keterampilan konseptual,
bahasa, dan argumentasi untuk mengangkat hal
yang benar; (5) kesadaran diri dan keterampilan
membangun konsensus (self-awareness and consen-
sus-building skills). Melakukan Etika” pada
dasarnya adalah aktivitas sosial, yang melibatkan
hak dan kepentingan sah orang lain (termasuk
Negara). Pejabat perlu mengembangkan keteram-
pilan dalam mengenali berbagai kelebihan dan
kelemahan posisi mereka sendiri dan posisi prin-
sip yang mungkin diambil oleh pejabat lain,
individu, kelompok kepentingan, dan negara, dan
membangun konsensus; (6) sikap dan Komitmen
(attitude and commitment). Biasanya tidak dianggap

Gambar 4. Overlay penelitian terdahulu
Sumber: (Divisi Propam Mabes Polri, 2020)
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sebagai keterampilan, tetapi sangat diperlukan
pengembangan sikap atau komitmen individu
untuk memastikan penerapan standar etika yang
profesional. Pelatihan dan pengetahuan tidak
dengan sendirinya menjamin munculnya perilaku
etis pada diri manusia. Oleh karena itulah
Pelatihan Berbasis Kompetensi dalam etika pro-
fesional di antara pejabat disarankan untuk mem-
promosikan pengembangan komitmen rasional
terhadap norma dan standar yang sesuai, melalui
penggunaan pembelajaran reflektif.

Pelaksanaan konsep capacity building melalui
keenam key performance di atas dapat digunakan
sebagai strategi optimalisasi kinerja komisi KKEP
polri. Penerapan key performance tersebut diindi-
kasikan berimplikasi positif bagi pembelajaran dan
peningkatan peforma atau kinerja organisasi jika
digabungkan pula dengan peningkatan interper-
sonal knowledge sharing dan ditunjang dengan
aktivitas knowledge management yang dilakukan
oleh organisasi (Diachenko, 2018; Lima, 2018;
Nyakundi, 2018; Staller, 2021).

5. Kesimpulan

Kode etik merupakan suatu pernyataan
dalam wujud aturan moral secara tertulis yang
dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik dinilai
sebagai aturan yang ideal dan diberlakukan oleh
organisasi untuk dipatuhi dan digunakan sebagai
pedoman oleh seluruh anggotanya tanpa ter-
kecuali. Termasuk adanya Kode Etik Profesi Polri
(KEPP). Dalam menindaklanjuti adanya penya-
lahgunaan wewenang dari anggota kepolisian
maka Polri memiliki Komisi Kode Etik Profesi
Polri yang tugas utamanya adalah menindaklan-
juti segala hal yang berhubungan dengan pelang-
garan kode etik oleh anggota Polri. Kehadiran

KKEPP dalam mengatasi pelanggaran etika mutlak
diperlukan oleh institusi Polri. Mengingat kinerja
KKEP Polri belum optimal maka optimalisasi
kinerja perlu dilakukan. Salah satunya dengan
menggunakan model peningkatan kinerja komisi
kode etik profesi Polri berdasarkan base literature
review yang diadopsi melalui pendekatan capacity
building yang diintegrasikan dengan konsep knowl-
edge management, sehingga kinerja KKEP Polri
dapat menegakkan kode etik profesi bagi anggota
yang melakukan pelanggaran secara optimal.

Upaya menerapkan sanksi bagi pelaku
pelanggaran Kode Etik Kepolisian oleh KKEP
Polri dihadapkan pada beberapa kendala, yakni
(1) tingkat pemahaman tentang Kode Etik oleh
anggota kepolisian yang masih terbilang rendah
mengingat adanya aturan internal Polri yang
sifatnya juga mengikat; dan (2) bidpropam cen-
derung segan atau sungkan untuk melakukan
pemeriksaan koleganya sendiri. Oleh karena
itulah diperlukan beberapa penelitian di masa
yang akan datang terkait upaya yuridis dan teknis
yang perlu dilakukan oleh Polri untuk mening-
katkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri
yakni: Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi
Polri serta revitalisasi Institusi Polri melalui
penguatan KKEP Polri yang dapat menegakkan
hukum bagi pelanggaran kode etik profesi secara
independen dan tanpa intervensi maupun rasa
segan terhadap seluruh oknum yang melakukan
pelanggaran kode etik profesi Polri.

Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan
terkait penerapan pendekatan capacity building
yang terintegrasi dengan knowledge management
guna meningkatkan kompetensi KKEP Polri secara
komprehensif dan berkelannjutan, sehingga
kinerja KKEP Polri dalam menegakkan kode etik
profesi Polri dapat dilakukan lebih optimal.
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